BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian dalam istilah ahli Figih disebut talak atau furgah. Adapun

arti dari pada talak adalah membuka ikatan membatalkan perjanjian.

Sedangkan furgah artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul.' Sedangkan

istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu

putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan merupakan perceraian atau

berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan yang

selama ini hidup sebagai suami isteri.

Menurut pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat

terjadi karena alasan-alasan:

1.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain diluar kemampuan;

. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsungkan;

. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat

yang membahayakan pihak yang lain;

. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga;

. Suami melanggar taklik-talak;

' Soemiyati,

Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta:

Liberty,1982), 103.
2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media. Cet.l,

2006), 189.
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8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak
rukunan dalam rumah tangga.’

Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir
dalam usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan berarti
berakhirnya hubungan suami isteri. Ada beberapa bentuk putusnya
perkawinan, tergantung dari segi siapa yang sebenarnya berkehendak. Dalam
hal ini ada kemungkinan, putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri
melalui matinya salah seorang suami isteri, putusnya perkawinan atas
kehendak si suami oleh sebab tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu
dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak, putusnya
perkawinan atas kehendak si isteri karena si isteri melihat sesuatu yang
menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak
untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si isteri
dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan
ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara
ini disebut khulu‘, putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak
ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada isteri yang
menandakan tidak tepatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya
perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.*

Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 38

dan sebagaimana pula diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 yaitu

* Kompilasi Hukum Islam, (t.tp.:Fokusmedia, 2005), 38-39.
* Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 197.



perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; c. Atas keputusan
pengadilan.’

Menurut para fuqaha, kAu/u‘kadang dimaksudkan makna yang umum
yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai 7/wad yang diberikan
oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan
perkawinan, baik dengan kata khulu‘, mubara’ah maupun talak. Kadang
dimaksudkan makna khusus, yaitu talak atas dasar i/wad sebagai tebusan dari
isteri dengan kata-kata khu/u‘ (pelepasan) atau yang semakna seperti
mubara’ah (pembebasan). Hukum Islam memberi jalan kepada isteri yang
menghendaki perceraian dengan mengajukan AAulu‘ sebagaimana Hukum
Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan isteri dengan jalan
talak.

Dasar hukum di syari’atkannya kAu/u®ialah firman Allah dalam surat

Al-Baqarah ayat 229:
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Artinya : “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang
telah kamu berikan kepada mereka (isteri) kecuali kalau
keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-
hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak
dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada
dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh

> Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, 149.



isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah
maka janganlah kamu melanggar hukum-hukum Allah,
mereka itulah orang-orang yang aniaya”.’

Adapun hak dan kewajiban suami isteri yang termuat dalam KHI
(Kompilasi Hukum Islam) adalah pasal 77 yaitu: “1. Suami isteri memikul
kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah
mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat; 2.
Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan
memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain; 3. Suami isteri
memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik
mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan
pendidikan agamanya; 4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya; 5.
Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan
gugatan kepada pengadilan agama”.

Berdasarkan pasal 80 ayat (2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam,
kewajiban suami adalah melindungi isteri, nafkah dan memberikan segala
sesuatu keperluan hidup berumah tangga serta biaya pendidikan anak sesuai
dengan kemampuannya.” Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang
Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam secara tidak
langsung dengan adanya kewajiban suami untuk memberikan nafkah bagi

isteri dan anak-anaknya. Suami wajib memberikan nafkah baik lahir maupun

batin.

% Depag RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 87.
7 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (t.tp.:Rhedbook Publisher, 2008), 520-521.



Nafkah bagi suami terhadap isteri adalah suatu kewajiban yang harus
dipenuhi. Terlebih orang tua terhadap anak-anaknya. Apabila seorang suami
mentalak isterinya, sedangkan isteri itu mempunyai anak, maka isterinya
itulah yang berhak untuk mengasuh anak tersebut hingga berusia minimal
tujuh tahun dan mengenai biaya hidup (nafkah) si anak-anak dibebankan
suami yang rnenceraikannya.8

Dalam melaksanakan kewajiban suami adalah sebagai kepala keluarga.

Firman Allah SWT surat an-Nisa ayat 34:
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Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh
karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki)
atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-
laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab
itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah
lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena
Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu
khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah
mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah
kamu  mencari-cari  jalan  untuk  menyusahkannya.
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.’
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Salah satu penyebab yang dapat dijadikan sebagai sebab terjadinya

perceraian yaitu nafkah. Nafkah suami atas isteri dalam kehidupan sehari-hari

¥ Maftuh Afnan, dkk, Risalah Figh Wanita, (Surabaya: Terbit Terang, 2001), 381.
? Ibrahim Amini, Bimbingan Islam untuk kehidupan suami-isteri, (mizan:1998), 208.



dibedakan antara nafkah lahir dan batin. Secara garis besar Peraturan
perundang-undangan yang mengatur nafkah suami isteri sebagaimana masuk
dalam undang-undang hak dan kewajiban suami isteri adalah UU No. 1
Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 30 sampai pasal 34. Kompilasi Hukum
Islam (KHI) pasal 77 sampai 84. Ketentuan nafkah dalam pasal-pasal tersebut
tidak menegaskan secara detail tentang nafkah lahir.

Sesuai gambaran di atas, Pengadilan Agama Pasuruan telah
memutuskan Perkara Nomor: 0167/Pdt.G/2013/PA.Pas pada tanggal 20
Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Tsani 1434 H
dengan Penggugat yang berumur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan baby
siter, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dan Tergugat, Agama Islam,
pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan.

Awalnya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
pada tanggal 20 September 2005. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat
membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal dirumah orang
tua Penggugat selama 4 tahun 4 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak berumur 5
tahun.

Semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis
dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2010 keadaannya mulai tidak
harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan
pertengkaran tersebut disebabkan masalah nafkah belanja, Tergugat biasanya
memberi belanja kepada Penggugat separuh dari penghasilan Tergugat,

sebulan terakhir Tergugat hanya memberi seperempat penghasilannya tanpa



alasan yang jelas, terakhir Tergugat diketahui telah menikah secara sirri
dengan wanita lain asal Rejoso.

Perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat meninggalkan tempat
tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal sejak Januari 2010 sampai sekarang berlangsung selama 3 tahun.

Selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi. Melihat keadaan rumah
tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi
untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik bercerai dengan Tergugat.

Pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan
Tergugat tidak hadir. Pemohon mengajukan dua orang saksi. Saksi pertama
sebagai ayah kandung Penggugat. Saksi kedua sebagai tetangga Penggugat.
Kedua saksi sama-sama menerangkan bahwa semula Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 4 tahun 4 bulan dan
telah dikaruniai 1 orang anak. Perselisihan dan pertengkaran anatara
Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah nafkah belanja.
Setelah perselisihan tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama
sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai
sekarang berlangsung selama 3 tahun. Saksi sudah berusaha merukunkan
tetapi tidak berhasil. Dikarenakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan
maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah membenarkan pernyataan

Penggugat.



Dalam putusan Nomor 0167/Pdt.G/2013/PA.Pas dijelaskan dalam
Posita, bahwasanya yang dijadikan sebab untuk mengajukan gugat cerai
tersebut adalah pengurangan nafkah terhadap istri. Akan tetapi Hakim dalam
memutuskan perkara cerai gugat ini, di dasarkan terhadap terjadinya
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh
pengurangan nafkah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan
dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

sedangkan dalam buku dan kitab hukum figih dan KHI mengenai
masalah nafkah itu sendiri tidak terlalu dijelaskan secara menyeluruh hanya
saja mengenai hak dan kewajiban seorang suami terhadap isteri mengenai
tanggungan nafkah seorang suami

Dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan
mengkajinya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Cerai Gugat Dengan Sebab Pengurangan Nafkah Terhadap Isteri

(Studi Kasus Putusan No. 0167/Pdt.G/2013/PA.Pas).

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis
dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:
1. Sebab-sebab terjadinya perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Hak dan kewajiban suami dan isteri menurut Kompilasi Hukum Islam.
3. Sebab-sebab terjadinya perceraian menurut hukum figih.

4. Hak dan kewajiban suami dan isteri menurut hukum fiqih.



C.

5. Ketidaksesuaian putusan Hakim dalam memutuskan perkara tentang cerai
gugat terhadap pengurangan nafkah terhadap isteri tidak sesuai dengan
Kompilasi Hukum Islam.

6. Dasar pertimbangan Hakim mengabulkan cerai gugat dengan sebab
pengurangan nafkah terhadap isteri di Pengadilan Agama Pasuruan No.
0167/Pdt.G/2013/Pa.Pas.

7. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim mengabulkan cerai
gugat dengan sebab pengurangan nafkah terhadap isteri di Pengadilan
Agama Pasuruan No. 0167/Pdt.G/2013/Pa.Pas.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas yang masih luas dan umum,
maka diperlukan adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim mengabulkan cerai gugat dengan sebab
pengurangan nafkah terhadap isteri di Pengadilan Agama Pasuruan No.
0167/Pdt.G/2013/Pa.Pas.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim mengabulkan cerai
gugat dengan sebab pengurangan nafkah terhadap isteri di Pengadilan
Agama Pasuruan No. 0167/Pdt.G/2013/Pa.Pas.

Rumusan Masalah

Dari batasan masalah tersebut diatas maka dirumuskan permasalahan
sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim mengabulkan cerai gugat dengan
sebab pengurangan nafkah terhadap isteri di Pengadilan Agama Pasuruan

No. 0167/Pdt.G/2013/Pa.Pas?
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2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim
mengabulkan cerai gugat dengan sebab pengurangan nafkah terhadap isteri
di Pengadilan Agama Pasuruan No. 0167/Pdt.G/2013/Pa.Pas?

. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap putusan Hakim

Pengadilan Agama Pasuruan No. 0167/Pdt.G/2013/PA.Pas terhadap cerai
gugat dengan sebab pengurangan nafkah terhadap isteri belum pernah dibahas
dalam karya tulis yang lainnya. Tetapi cukup banyak penelitian yang
membahas masalah putusan Pengadilan Agama tentang cerai gugat dengan
sebab ketidak puasan isteri dalam menerima nafkah dan suami tidak
menafkahi terhadap isteri.

1. Dalam skripsi Hulaifatul Hamimah tahun 2013 yang berjudul “Analisis
Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim PA Malang Tentang Cerai Gugat
Karena Tuntutan Nafkah Perkawinan perkara No.
2193/Pdt.G/2012/PA.MIg”. Skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan
data melalu dokumentasi dan wawancara dengan Pengadilan Agama
Malang. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif
analisis dengan pola pikir deduktif dan induktif. Hasil penelitian skripsi
disini Hakim tidak membatasi kadar nafkah yang diberikan kepada isteri
akan tetapi Hakim melihat dari kurangnya nafkah atau ketidak puasan
isteri dalam menerima nafkah putusan Pengadilan Agama Malang dengan
perkara cerai gugat karena tuntutan nafkah, Hakim mempunyai dasar

hukum yaitu mengutip pendapat Abdur Rahman Ash-Shobuni,
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Yurisprudensi Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor:
379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1987, 19 huruf (f) PP No: 9 Tahun 1975;
jo Pasal 116 huruf (f) KHI, pasal 70 Undang-undang No 7 Tahun 1989 jo
pasal 19 huruf (f) dan pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, pasaln 89
ayat 1 Undang-undang No 7 Tahun 1989."

2. Dalam Skripsi Liza Andriyani tahun 2005 yang berjudul “Tinjauan
Madzhab Syafi’l Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No.
912/Pdt.G/2004/PA.Pas Tentang Cerai Gugat Dengan Sebab Suami Tidak
Memberi Nafkal”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya
karena penelitian ini lebih mengkhususkan pada Madzhab Syafi’i tentang
bagaimana cerai gugat dengan sebab suami tidak memberi nafkah.
Menurut Madzhab Syafi’i kewajiban seorang suami adalah memberi
nafkah kepada isteri baik dalam keadaan mampu atau tidak, Syafi’i
membolehkan perceraian lewat putusan Hakim apabila suami tidak mampu
memberikan nafkah yaitu manakala pihak istri itu sendiri yang menuntut
perceraian dengan cara mengkhulu © yaitu menebus atau membayar dirinya
karena suami tidak memiliki harta untuk menafkahi isterinya.]1

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai perbedaan dengan
penelitian sebelumnya. Dari kedua judul diatas ada perbedaan penelitian yang

dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya, hal itu dilandasi karena

' Hulaifatul Hamimah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim PA Malang Tentang
Cerai Gugat Karena Tuntutan Nafkah Perkawinan perkara No. 2193/Pdt.G/2012/PA.Mlg”
(Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

"' Liza Andriyani yang berjudul “Tinjauan Madzhab Syafi’i Terhadap Putusan Pengadilan Agama
Pasuruan No. 912/Pdt.G/2004/PA.Pas Tentang Cerai Gugat Dengan Sebab Suami Tidak Memberi
Nafkah” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005).
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peneliti sebelumnya mengangkat dari sisi tuntutan nafkah isteri dan suami

tidak memberikan nafkah terhadap si isteri. Dimana penelitian yang penulis

lakukan akan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat
dengan sebab pengurangan nafkah terhadap si isteri studi kasus Putusan

Pengadilan Agama Pasuruan No.0167/Pdt.G/2013/PA.Pas.

. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini
adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim mengabulkan cerai gugat
dengan sebab pengurangan nafkah terhadap isteri di Pengadilan Agama
Pasuruan No. 0167/Pdt.G/2013/Pa.Pas.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim
mengabulkan cerai gugat dengan sebab pengurangan nafkah terhadap isteri
di Pengadilan Agama Pasuruan No. 0167/Pdt.G/2013/Pa.Pas.

. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat
memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek:

1. Aspek keilmuan (teoritis)

Dari hasil penelitian ini, di harapkan dapat menambah ilmu
pengetahuan dan memperkaya wawasan keilmuan. Khususnya bagi
mahasiswa UIN Sunan Ampel bidang Ahwal Al-Syakhsiyyah yang

berkaitan dengan masalah pengurangan nafkah dalam perkara cerai gugat.



13

2. Secara terapan (praktis)

Penelitian ini kiranya dapat berguna bagi penerapan suatu ilmu
pengetahuan.

. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami judul skripsi ini, penulis akan
menguraikan maksud dari variabel penelitian tersebut. Adapun yang perlu
dijelaskan dalam definisi operasional tersebut adalah:

1. Hukum Islam yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Hukum figih dan
Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan masalah perceraian.

2. Cerai Gugat yang dimaksud dalam skripsi ini adalah perceraian yang
diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama Pasuruan No.
0167/Pdt.G/2013/Pa.Pas.

3. Pengurangan Nafkah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suami
biasanya memberi belanja kepada isteri separuh dari penghasilan suami,
sebulan terakhir suami hanya memberi seperempat penghasilannya tanpa
sebab yang jelas.

. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian studi pustaka

(library research) yaitu teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai

buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian

mengenai obyek penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian
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kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan data primer dan data
sekunder.'?
1. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang perlu
dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah."

a. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan
terhadap cerai  gugat tentang pengurangan nafkah  No.
0167/Pdt.G/2013/PA Pas.

b. Dasar tentang teori perceraian dan nafkah dalam hukum Islam (hukum
figih dan Kompilasi Hukum Islam).

2. Sumber data
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka
dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu:

a. Sumber Primer

Yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari data-data
mengenai putusan Pengadilan Agama sebagai objek penulisan .'* Serta
bisa didapat dari wawancara langsung yang dilakukan penulis yaitu:

1) Hakim Pengadilan Agama Pasuruan.

2) Dokumen Putusan No. 0167/Pdt.G/2013/PA.Pas

2 Muhammad Subhan, “Panduan Penelitian”, dalam www. Conflictanddevelopment.org/pdf,
diakses pada 13 April 2015.

'3 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (UIN Sunan Ampel
Surabaya, 2015), 9.

4" Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005),
141.
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b. Sumber Sekunder
Sumber sekunder adalah sumber tambahan yang berupa
dokumen, buku atau kitab, yang diperoleh dari bahan pustaka yang
relevan atau yang berhubungan dengan judul penelitian,'® diantaranya:
1) Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang.
2) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.
3) Sayyid Sabiq, Figih as Sunnah.
4) KHI (Kompilasi Hukum Islam).
3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini
digunakan teknik sebagai berikut:
a. Dokumentasi
Dokumentasi, yaitu merupakan teknik pengumpulan data-data
melalui pengkajian dokumen dari putusan Pengadilan Agama.'®
Mengkaji data yang bersumber dalam dokumen resmi yang berkaitan
dengan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan tentang pengurangan
nafkah.
b. Wawancara
Wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang

dilakukan oleh pewawancara (inferview) untuk memperoleh informasi

15 S, Nasution, Metode Research (penelitian ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.
18 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 70.
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dari terwawancara.'” Mengadakan wawancara dan tanya jawab secara
langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan.
c. Pustaka
Data yang didapat dengan cara membaca buku dan kitab hukum
figih dan Kompilasi Hukum Islam.
4. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan
interprestasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data ini dilakukan
dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yang
bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang
terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.'®
Penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif analisis yaitu
metode yang menggambarkan data yang sesuai mengenai dokumen
putusan dengan pola pikir deduktif, yaitu pola pikir yang bersifat umum
(teori Hukum figih dan KHI) kemudian ditarik kepada kesimpulan yang
bersifat khusus (putusan Pengadilan Agama Pasuruan).
I. Sistematika Pembahasan
Pembahasan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing
menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan saling
mendukung dan melengkapi.
Bab pertama merupakan bab pendahuluan berisi latar belakang,

identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

'7'S. Nasution, Metode Research (penelitian ilmiah), 113.
'8 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63.
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kegunaan hasil penelitian, identifikasi masalah, definisi operasional, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori tentang perceraian dan nafkah menurut
hukum figih dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) meliputi: pengertian
perceraian, bentuk-bentuk perceraian, dasar hukum perceraian, sebab-sebab
perceraian, alasan perceraian; pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, syarat
mendapatkan nafkah, bentuk nafkah, kadar dan wajibnya nafkah, gugurnya
nafkah.

Bab ketiga merupakan uraian mengenai gambaran umum Pengadilan
Agama Pasuruan, yang meliputi letak geografis, deskripsi perkara cerai gugat
dengan sebab pengurangan nafkah, landasan dan pertimbangan Hukum yang
dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutuskan perkara
perceraian No. 0167/Pdt.G/2013/PA.Pas yang dilatarbelakangi adanya
pengurangan nafkah.

Bab empat merupakan bab yang menganalisis tentang dasar
pertimbangan Hakim dan hukum Islam mengabulkan cerai gugat dengan
sebab pengurangan nafkah terhadap isteri di Pengadilan Agama Pasuruan No.
0167/Pdt.G/2013/Pa.Pas.

Bab lima merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran.



